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Abstrak : Perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat 
merupakan tantangan dalam memenuhi pencapaian target penerimaan pajak, oleh sebab itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian menggunakan data kuantitatif berupa kuesioner 
dan dilakukan uji statistik, yaitu uji F (simultan) dan Uji t (parsial). Dari penelitian ini adanya 
pengaruh yang signifikan secara simultan antara modernisasi administrasi terhadap kepatuhan 
wajib pajak pada kantor pelayanan pajak madya Palembang. 
 
Kata Kunci : Sistem adminstrasi perpajakan modern dan Kepatuhan wajib pajak. 
 
Abstract : Changes in social and economic life of the community is a challenge to meet the tax 
revenue target, this research therefore aimed to determine the effect of modern tax administration 
system to tax compliance.  Research using quantitative data in the form of questionnaires and 
performed statistical tests,  the F-test (simultaneous) and test T (partial). Of this research a 
significant effect simultaneously between modernizing the administration of the tax compliance in 
the Tax Office Associate Palembang. 
 





      Pajak merupakan sumber penerimaan 
yang penting dalam menopang pembiayaan 
pembangunan yang bersumber dari dalam 
negeri. Besar kecilnya pajak akan 
menentukan kapasitas anggaran negara 
dalam membiayai pengeluaran negara, 
baik untuk pembiayaan pembangunan  
maupun untuk pembiayaan rutin. Sebagai 
bukti pada tahun 2011 penerimaaan pajak 
terhadap APBN mencapai 66,52%. 
 
     Kepatuhan Wajib Pajak (Tax 
Compliance) dapat diidentifikasi dari 
kepatuhan Wajib Pajak dalam 
mendaftarkan diri, kepatuhan untuk 
melaporkan kembali Surat Pemberitahuan 
(SPT), kepatuhan dalam menghitung dan 
membayar pajak terhutang, kebenaran 
jumlah pembayaran angsuran PPh pasal 
25/29. Penyebab terjadinya tax gap berasal 
dari lemahnya administrasi. 
 
     Sejalan dengan hal ini, Direktorat 
Jenderal Pajak pada tahun 2001 telah 
menggulirkan Reformasi Administrasi 
Perpajakan Jangka Menengah sebagai 
prioritas reformasi perpajakan, dengan 
tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan 
sukarela yang tinggi, (2) tingkat 
kepercayaan terhadap administrasi 
perpajakan yang tinggi, dan (3) 
produktivitas pegawai perpajakan yang 
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tinggi. Dan memiliki ciri khusus yaitu 
struktur organisasi berdasarkan fungsi , 
pembentukan account representative dan 
complaint center. 
 
      Tahun 2007 dibentuknya KPP Madya 
Palembang sebagai pelaksana modernisasi 
administrasi perpajakan modern, maka dari 
itu penulis tertarik untuk membuat 
penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh 
Sistem administrasi Perpajakan Modern 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada 
Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Palembang” 
 
2   LANDASAN TEORI 
 
2.1  Pengertian Pajak 
 
        Menurut P.J.A Adriani ”Pajak adalah 
iuran rakyat kepada negara yang dapat 
dipaksakan yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat  prestasi 
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 
dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran- pengeluaran umum 
berhubungan  dengan tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan.” 
 
2.2 Sistem Perpajakan 
 
       Menurut Erly Suandy sistem 
perpajakn terdiri dari tiga unsur, yakni 
kebijakan perpajakan (Tax Policy), 
undang-undang pajak (Tax Law) dan 
administrasi perpajakan (Tax 
Administration). Sistem perpajakan 
merupakan metode atau cara bagaimana 
mengelola utang pajak yang terhutang oleh 
wajib pajak dapat mengalir kekas negara, 
sedangkan sistem pemungutan pajak yang 
digunakan di Indonesia merupakan Sistem 
Self Asessment. 
 
2.3 Reformasi Perpajakan 
 
       Menurut Liberti Pandiangan  
“Modernisasi perpajakan dilakukan juga 
dalam kerangka melaksanakan good 
governance, clean governance dan 
pelayanan prima kepada masyarakat”. 
Oleh sebab itu maka diperlukannya 
reformasi perpajakan untuk mendukung 
good governance, clean governance dan 
pelayanan prima kepada masyarakat.  
 
2.4 Administrasi Perpajakan 
 
       Menurut Sophar Lumbantoruan 
“administrasi perpajakan (Tax 
Administration) ialah cara-cara atau 
prosedur pengenaan dan pemungutan 
pajak. Mengenai peran administrasi 
perpajakan. Menurut Gunadi adminsitrasi 
perpajakan dikatakan efektif apabila 
mampu mengatasi masalah-masalh berikut 
ini: 
1. Wajib pajak tidak terdaftar 
(unregistered taxpayers). 
2. Wajib Pajak yang tidak 
menyampaikan SPT (stop filling 
taxpayers) 
3. Penyelundup pajak (tax evaders). 
4. Penunggak pajak (delinquent tax 
payers). 
 
2.5  Reformasi Perpajakan Modern 
 
       Reformasi administrasi memiliki 
tujuan utama untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk 
mengadministrasikan penerimaan pajak 
sehingga transparansi dan akuntabilitas 
penerimaan sekaligus pengeluaran 
pembayaran dana dari pajak setiap saat 
bisa diketahui. Yang ketiga, untuk 
memberikan suatu pengawasan terhadap 
pelaksanan pemungutan pajak, terutama 
adalah kepada aparat pengumpul pajak, 
kepada Wajib Pajak, ataupun kepada 
masyarakat pembayar pajak.” 
 
       Menurut Nasucha mengemukakan ada 
empat dimensi reformasi administrasi 
perpajakan: 
1. Struktur organisasi. 
       Bahwa struktur organisasi adalah 
unsur yang berkaitan dengan pola -pola 
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peran yang sudah ditentukan dan hubungan 
antar peran, alokasi kegiatan kepada sub 
unit -sub unit terpisah,pendistribusian 
wewenang di antara posis administratif, 
dan jaringan komunikasi formal. 
2.   Prosedur organisasi. 
       Prosedur organisasi berkaitan dengan 
proses komunikasi, pengambilan 
keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi 
dan karier. Pembahasan dan pemahama 
prosedur organisasi berpijak pada aktivitas 
organisasi yang dilakukan secara teratur. 
3. Strategi organisasi. 
        Strategi organisasi dipandang sebagai 
siasat, sikap pandangan dan tindakan yang 
bertujuan memanfaatkan segala keadaan, 
faktor, peluang,dan sumber daya yang ada 
sedemikian rupa sehingga tujuan 
organisasi dapat dicapai dengan berhasil 
dan selamat. Strategi berkembang dari 
waktu ke waktu sebagai pola arus 
keputusan yang bermakna. 
4. Budaya organisasi. 
       Budaya organisasi didefinisikan 
sebagai sistem penyebaran kepercayaan 
dan nilai-nilai yang berkembang dalam 
organisasi dan mengarahkan perilaku 
anggota-anggotanya. Budaya organisasi 
mewakili persepsi umum yang dimiliki 
oleh anggota organisasi. 
 
2.6 Implementasi Sistem Administrasi 
Perpajakan Modern 
  
 Reformasi Perpajakan dilakukan 
bertahap. Tahap pertama dilakukan antara 
tahun 2002-2009. Pada periode tersebut 
DJP melakukan dua buah perubahan 
mendasar. Yang pertama adalah Reformasi 
Administrasi yang meliputi restrukturisasi 
organisasi, perbaikan proses bisnis, dan 
penyempurnaan sistem manajemen sumber 
daya manusia. Sedangkan yang kedua 
dilakukan Reformasi Kebijakan. yaitu 
dengan amandemen atas beberapa undang-
undang perpajakan dan juga pemberian 
stimulus fiskal. Tahap kedua reformasi 
perpajakan dilakukan antara tahun 2009- 
2012. Pada tahap ini perubahan DJP 
difokuskan kepada pengembangan sumber 
daya manusia dan penggunaan teknologi 
informasi dalam administrasi perpajakan. 
Pengelolaan terhadap sumber daya 
manusia merupakan sebuah perubahan 
subtansial dan belum pernah dijalankan 
pada perubahan sebelumnya. Besarnya 
perubahan yang dilakukan dalam 
Reformasi Perpajakan diatas tampak 
sebagai upaya mewujudkan DJP baru. DJP 
yang menjalankan administrasi perpajakan 
secara modern, berorientasi pada 
pelayanan kepada wajib pajak, dan 
memiliki nilai-nilai organisasi baru yang 
kuat. 
 
3 METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1  Pendekatan Penelitian 
 
       Dalam penulisan skripsi ini penulis 
menggunakan pendekatan penelitian 
Asosiatif kausal, dimana adanya hubungan 
dua atau lebih variabel X mempengaruhi Y 
atau sebab akibat. 
 
3.2  Objek atau Subjek Penelitian 
  
       Objek penelitian penulis adalah 
modernisasi administrasi perpajakan di 
Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Palembang, sedangkan subjek penelitian 
yakni Wajib Pajak dan pegawai Kantor 
Pelayanan Pajak Madya Palembang. 
 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
  
        Teknik pengambilan sampel 
menggunakkan cara random, dimana 
jumlah atau ukuran sampel ditentukan 
dengan rumus Slovin, yaitu: 
  
 
        
 
Keterangan: 
N = Jumlah populasi 
n = ukuran sampel 
e
2
 = persen kelonggaran ketidaktelitian 
karena kesalahan pengambilan sampel 
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3.4   Jenis Data  
 
       Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan data primer berupa 
kuesioner yang berasal dari responden 
individu, data sekunder yakni dokumentasi 
dari Kntor Pelayanan Pajak Madya 
Palembang. 
 
3.5   Teknik Pengumpulan Data 
 
        Penelitian ini menggunakan teknik 
pengumpulandata dengn cara studi literatur 
dan kuesioner, dimana kuesioner tersebut 
diadopsi dari penelitian sebelumnya. 
 
3.6 Definisi Operasional Variabel 
 
Tabel 1  






a. Pembenahan fungsi 
pelayanan 
danpemeriksaan 
b. Sistem pelaporan 
secara rutin 


















a. Adanya Sosialisasi 
melalui media 
elektonik dan cetak. 
b. Pemberian pelayanan 
yang optimal 





a. Kode Etik Pegawai 
DJP 





a. Pelaporan Surat 
Pemberitahuan (SPT) 
b. Penghitungan pajak 
terhutang 
c. Pembayaran pajak 
terhutang 
 
3.7 Teknik Analisis 
 
      Analisis data kualitatif yang digunakan 
yaitu dengan penjabaran dan penilaian hasil 
dari penyebaran kuesioner kemudian 
diangkakan. Data dihitung berdasarkan hasil 
pernyataan yang menggunakan skala likert, 
untuk pernyataan positif alternatif jawaban 
yaitu Sangat setuju (SS) = 5, Setuju (S)= 4, 
Ragu-ragu (RR) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, 
dan Sangat Tidak Setuju (STS) = 1. 
 
       Untuk menentukan kevalidan dari setiap 
item kuesioner menggunakan korelasi 
product moment. Yakni dengan cara 
mengkorelasikan masing-masing pernyataan 
dengan skor masing-masing variabel. Hasil 
dari korelasi selanjutnya akan dicari r. Jika r 
hitung > r tabel maka dinyatakan valid. 
     Untuk menguji konsisten dan stabilitas 
ditunjukan oleh crobach alpha, semakain 
besar nilai alphanya maka semakin 
realiabilitas. 
 
      Perumusan hipotesis H1 dan H2 pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1 : Modernisasi struktur organisasi,   
prosedur organisasi, strategi 
organisasi, dan budaya organisasi 
mempengaruhi kepatuhan Wajib 
Pajak secara parsial. 
 H2 : Modernisasi struktur organisasi, 
prosedur organisasi, strategi 
organisasi, dan budaya organisasi 
mempengaruhi kepatuhan Wajib 
Pajak secara simultan. 
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4 HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN  
 
4.1 Sejarah dan Perkembangan KPP     
Madya Palembang. 
  
Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Palembang dibentuk dengan Peraturan 
Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Direktorat Jenderal Pajak. Dasar 
pertimbangan pembentukannya adalah 
dalam rangka melaksanakan modernisasi 
sistem administrasi perpajakan sebagai 
upaya pelaksanaan “ Good Governance”, 
pelayanan prima dan meningkatkan 
penerimaan pajak serta efektivitas organisasi 
instansi vertikal di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak. 
 
4.2  Visi Misi KPP Madya Palembang 
 
        Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Palembang yaitu “ Menciptakan iklim 
perpajakan modern dan professional yang 
dapat mendukung terwujudnya 
kepercayaan public dalam rangka 
pengamanan pnerimaan Negara” 
         Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Palembang yaitu “ Membangun dan 
memelihara Citra Baik dengan Pelayanan 
yang lebih dekat dengan Wajib Pajak” atau 
“Menciptakan Citra Baik dengan 
Pelayanan yang lebih dekat dengan Wajib 
Pajak. ” 
 
4.3  Hasil Penelitian 
 
       Penelitian ini pada dasarnya 
merupakan trasnformasi data penelitian 
dalam tabulasi sehingga mudah dipahami 
dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, 
penulis menyebarkan kuesioner kepada 
pegawai pajak KPP Madya Palembang dan 
Wajib Pajak KPP Madya Palembang. 
Adapun jumlah populasi wajib pajak yang 
ada pada KPP Madya Palembang yakni 
1.144 Wajib Pajak, maka untuk menetukan 





 Berdasarkan hasil pengujian validtas 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
 










X1.1 0,658 0,205 Valid 
X1.2 0,526 0,205 Valid 
X1.3 0,669 0,205 Valid 
X1.4 0,615 0,205 Valid 
X1.5 0,529 0,205 Valid 
X1.6 0,551 0,205 Valid 
X2.1 0,658 0,205 Valid 
X2.2 0,526 0,205 Valid 
X2.3 0,669 0,205 Valid 
X2.4 0,615 0,205 Valid 
X2.5 0,529 0,205 Valid 
X2.6 0,551 0,205 Valid 
X3.1 0,627 0,205 Valid 
X3.2 0,763 0,205 Valid 
X3.3 0,614 0,205 Valid 
X3.4 0,549 0,205 Valid 
X3.5 0,667 0,205 Valid 
X3.6 0,662 0,205 Valid 
X4.1 0,679 0,205 Valid 
X4.2 0,548 0,205 Valid 
X4.3 0,523 0,205 Valid 
X4.4 0,541 0,205 Valid 
X4.5 0,649 0,205 Valid 
X4.6 0,599 0,205 Valid 
Y1 0,596 0,205 Valid 
Y2 0,661 0,205 Valid 
Y3 0,633 0,205 Valid 
Y4 0,696 0,205 Valid 
Y5 0,604 0,205 Valid 
Y6 0,640 0,205 Valid 
 
 Dari hasil tersesbut semua item 
pernyataan dari variable X dinyatakan 
valid.  
 
 Uji Reliabilitas dilakukan untuk 
mengetahui tingkat reliabilitas dari tiap-
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tiap item pernyataan, berdasarkan  hasil 
pengujian diperoleh hasil sebagai berikut: 
 













X1 0,621 0,6 Reliabel 
X2 0,625 0,6 Reliabel 
X3 0,722 0,6 Reliabel 
X4 0,626 0,6 Reliabel 
Y 0,709 0,6 Reliabel 
 
Tabel 4 Uji Kolmogorov Smirnov-Test 
 
     Uji normalitas dilakukan untuk 
menguji apakah nilai residu (perbedaan 
yang ada) yang diteliti memiliki ditribusi 
normal atau tidak. Dalam pengujian ini 
digunakan pengujian kolmogorov smirnov 
Test. Berdasarkan uji tersebut maka 
didapatkan hasil       perhitungan diatas 
dapat dilihat bahwa  standardized residual 
0,367, maka 0,367 > 0.05 dinyatakan 
norma. 
 
Tabel 5 Uji Korelasi Berganda 
 
       Hasil dari tabel summary (b) 
menunjukan bahwa nilai R 0,281. Ini 
berarti bahwa adanya korelasi yang lemah 
antara struktur organisasi (X1), prosedur 
organisasi (X2), strategi organsisasi (X3) 
dan budaya organisasi (X4) terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Kantor 
Pelayanan Pajak Madya Palembang 
sebesar 0.281. 
 
       Uji Determinasi yaitu nilai R Square 
(R
2
) sebesar 0,79 ( 8 % ), menggambarkan 
bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dapat 
dijelaskan oleh struktur organisasi (X1), 
prosedur organisasi (X2), strategi 
organisasi (X3) dan budaya organisasi (X4), 
sedangkan sisanya sebesar 92 % (100%-
8%)  dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak masuk dalam penelitian ini seperti 
tingkat pemeriksaaan pajak, kurangnya 
tingkat sosialisasi ke masyarakat. 
 
       Uji Regresi linier Berganda yaitu Dari 
tabel coefficients (a) diatas, didapat 
persamaan regresi linier berganda yaitu: 
Y = 28,532 – 0,276 X1 + 0,029 X2 + 0,066    





























Kolmogorov-Smirnov Z .919 
Asymp. Sig. (2-tailed) .367 
a. Test distribution is Normal. 
















 .079 .037 1.992 2.206 
a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Struktur 
Organisasi, Strategi Organisasi, Prosedur Organisasi 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
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Square F Sig. 
1 Regres
sion 





345.130 87 3.967 
  
Total 374.728 91    
a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, 
Struktur Organisasi, Strategi Organisasi, 
Prosedur Organisasi 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
          
        Nilai F hitung yang diperoleh adalah 
sebesar 2.865 sedangkan F tabel dengan 
taraf keyakinan 95%, (α) = 5 % df=92-4-1 
= 87 dengan taraf signifikan 0,05 hasil 
diperoleh untuk F tabel sebesar 2,48. 
Berdasarkan kriteria pengujiannya, jika F 
hitung < F tabel maka Ho1diterima dan 
Ha1 ditolak, sedangkan jika F hitung > F 
tabel maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. 
Pada penelitian ini, F hitung 2.865> F tabel 
2.48 maka Ha1 diterma artinya ada 
pengaruh struktur organisasi (X1), prosedur 
organisasi (X2), strategi organisasi (X3) 
dan budaya organisasi (X4) secara simultan 
terhadap Kepatuhan wajib pajak.   
 
 
       Nilai t hitung dari masing-masing 
subvariabel yaitu struktur organisasi (X1) 
adalah sebesar -2,521, prosedur organisasi 
(X2)  sebesar 0,219, strategi organisasi 
(X3) sebesar 0,564, dan budaya organisasi 
(X4)  sebesar 0,480. Sedangkan t tabel 
dengan taraf (α) = 5% df =92-4-1 = 87 
adalah sebesar 1,98761. Berdasarkan 
kriteria pengujiannya, jika t hitung < t tabel 
maka Ho2 diterima dan Ha2 ditolak, 
sedangkan jika t hitung > t tabel maka Ho1 
ditolak dan Ha1 diterima. diterima dan Ha2  
ditolak artinya tidak ada pengaruh  Jadi 
secara parsial tidak ada pengaruh antaa 
struktur organisasi, prosedur organisasi, 
strategi organisasi dan budaya organisasi 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor 




       Dari penelitian ini, hasil uji hipotesis 
F ( secara simultan) yaitu Nilai F hitung 
yang diperoleh adalah sebesar 2.865 
sedangkan F tabel dengan taraf keyakinan 
95%, (α) = 5 % df=92-4-1 = 87 dengan 
taraf signifikan 0,05 hasil diperoleh untuk 
F tabel sebesar 2,48 Pada penelitian ini, F 
hitung 2.865> F tabel 2.48 maka Ha1 
diterma artinya ada pengaruh struktur 
organisasi (X1), prosedur organisasi (X2), 
strategi organisasi (X3) dan budaya 
organisasi (X4) secara simultan terhadap 
Kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Sofyan (2005) bahwa 
adanya pengaruh sifnifikann secara 
simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, 
terlihat dari realisasi  penerimaan pajak  
tiap  tahunnnya yang terjadi  dan 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan 
SPT Tahunan memilki ratio 96,27 % pada 
tahun 2010 di KPP Madya Palembang. 
 
      Sedangkan, hasil uji t untuk Nilai t 
hitung variabel struktur organisasi (X1) 
adalah sebesar -2,521 sedangkan t tabel 
dengan taraf (α) = 5% df =92-4-1 = 87 
adalah sebesar 1,98761. Pada penelitian ini 
t hitung (-2,251) < 1,98761, maka Ho2 
diterima dan Ha2 ditolak artinya tidak ada 
pengaruh signifikan antara struktur 
organisasi terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Hal ini memiliki kesamaan pada  
penelitian Sri Rahayu (2009) bahwa 
besarnya sig untuk perubahan struktur 
organisasi sebesar 0,393 (sig > 0,05).  Hal 
ini berarti variabel perubahan struktur 
organisasi secara signifikan tidak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak pada salah satu Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Bandung. Nilai t 
hitung variabel prosedur organisasi (X2) 
adalah sebesar 0,219 sedangkan t tabel 
dengan taraf (α) = 5% df =92-4-1 = 87 
adalah sebesar 1,98761. Pada penelitian ini 
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t hitung 0,219 < 1,98761, maka Ho2 
diterima dan Ha2 ditolak artinya tidak ada 
pengaruh signifikan antara prosedur 
organisasi terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Hal  ini memiliki persamaan pada 
penelitian Sri Rahayu (2009) sebesar 0,079 
(sig > 0,05) bahwa perubahan prosedur 
dari segi perubahan implementasi 
pelayanan tidak memiliki pengaruh positiif 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada 
salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Bandung. Nilai t hitung variabel strategi 
organisasi (X3) adalah sebesar 0,564 
sedangkan t tabel dengan taraf (α) = 5% df 
=92-4-1 = 87 adalah sebesar 1,98761. Pada 
penelitian ini t hitung 0,564 < 1,98761, 
maka Ho2 diteriam dan Ha2 ditolak artinya 
tidak ada pengaruh signifikan antara 
strategi organisasi terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan 
penelitian Sri Rahayu (2009) bahwa 
besarnya sig untuk fasilitas pelayanan dan  
pemanfaatan teknologi informasi yaitu 
0,218 (sig > 0,05) jadi, strategi organisasi 
dalm bentuk fasilitas pelayanan dan 
pemanfaatan teknologi tidak memiliki 
pengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Nilai t hitung variabel budaya 
organisasi (X4) adalah sebesar 0,564 
sedangkan t tabel dengan taraf (α) = 5% df 
=92-4-1 = 87 adalah sebesar 1,98761. Pada 
penelitian ini t hitung 0,480 < 1,98761, 
maka Ho2 diteriam dan Ha2 ditolak artinya 
tidak ada pengaruh signifikan antara 
budaya organisasi terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan 
penelitian Sri Rahayu (2009) bahwa 
budaya organisasi untuk kode etik pegawai 
sebesar 0,742 ( sig > 0,05), maka kode etik 
pegawai secara signifikan tidak memilki 
pengaruh terhadap Kpatuhan Wajib pajak. 
 




      Secara simultan ada pengaruh antara 
struktur organisasi, prosedur organisasi, 
strategi organisasi dan budaya organisasi 
terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana 
nilai  F hitung 2.865 > F tabel 2.48.  
 
      Secara parsial, struktur organisasi, 
prosedur organisasi, strategi organisasi dan 
budaya organisasi terhadap kepatuhan 
wajib pajak tidak memiliki pengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib pajak, dimana 
nilai nilai t tabel lebih besar dari t hitung.  
 
5.2  Saran 
        
a. Sebagai pelaksana modernisasi 
perpajakan, bahwa harus selalu 
meningkatkan kinerja melalui struktur 
organisasi yakni terintegrasi dalam 
workflow dan case management dalam 
Sistem informasi Direktorat Jenderal 
Pajak (SI  DJP). 
b. Untuk prosedur organisasi bahwa 
harus lebih memberikan pelayanan  
prima dan optimal bagi wajib Pajak  
agar  penerimaan pajak dapat 
meningkat secara signifikan dan perlu 
ditambahnya jumlah Account 
Representative untuk menangani 
masalah wajib pajak. 
c. Seiring berjalannya sistem administrasi 
perpajakan modern dan terus 
berkembangnya sistem administrasi 
yang baru, maka perlu ditingkatkan 
strategi yang baru dalam sosialisasi 
kepada wajib pajak, agar dapat 
mengurangi keterlambatan dan tingkat 
kesalahan dalam pelaporan SPT.  
d. Perlunya standar penilaian pegawai  
dalam Kode etik, agar tingkat pegawai  
yang mangkir semakin kecil, sehingga  
dapat mewujudkan good corporate 
governance.  
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